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Abstract 

THE IMPLEMENTATION OF TEACHER'S SUBSIDY WITHIN SPECIAL 
AREA IN NUNUKAN REGENCY. 

Muhammad Idrus 
idrusmuhl O@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Special allowances are the allowances provided by the govermnent to 
teachers in remote, isolated, isolated, outdated and underdeveloped districts issued 
under the mandate of Teachers and Lecturers Law No. 14 of 2005. 
Implementation is the key to a program's success. Failure to implement the 
program means fuilure to achieve the objectives of the program. The focus of this 
research is to analyze the implementation of special teacher support policy in 
Nunukan District by using interactive faktors initiated by George C. Edward Ill 
that is communication, resources, disposition and bureaucracy structure that play a 
role in policy implementation. These four faktors are very meaningful for policy 
implementation. This research uses qualitative method through descriptive 
analysis with case study model. The results of this study indicate that the 
implementation of special district teacher policy in Nunukan District has not 
fulfilled the four elements of Policy Implementation. Communications and 
bureaucratic structures are the weakest element in the implementation of special 
teacher support policy. Submission of information is so poor that the information 
is less clear to the teacher. Weak elements of bureaucratic structure because in the 
implementation of special teacher allowance area is not found SOP. Interactive 
dialogue between policy implementers and teachers as program targets is an 
alternative solution for lack of communication. In determining the target program 
the policy should be based on guidelines that have been prepared so that the 
program is really on target. 

Keyword: Implementation, Policy, Subsidy, EspeciilUy, Master. 
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Abstrak 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN GURU D1 DAERAH 
KHUSUS DI KABUPATEN NUNUKAN 

Muhammad Idrus 
idrusrnuhl O@gmail.corn 

Program Pasca Smjana 
Universitas Terbuka 

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan oleh pernerintah kepada 
guru yang bertugas didaerah tertinggal, terpencil, terisolir, terluar dan terbelakang 
yang dikeluarkan berdasarkan amanat Undang-undang Guru dan Dosen Nornor 14 
Tahun 2005. Irnplernentasi adalah knnci sukses sebuah program. Kegagalan 
dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari 
program tersebut. Fokus peuelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan 
kebijakan tunjangan guru daeral1 khusus di Kabupaten Nunukan dengan 
menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward lll 
yaitu komunikasi, surnberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan 
dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan ernpat fuktor tersebut sangat 
berrnakna bagi irnplernntasi kebijakan. Penelitian ini rnenggunakan rnetode 
kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Hasil penelitian ini 
rnenunjukkan bahwa irnplernentasi kebijakan gum daerah khusus di Kabupaten 
Nunukan belurn rnernenuhi ernpat unsur lrnplernentasi Kebijakan. Komunikasi 
dan struktur birokrasi adalah unsur yang paling lernah dalam pelaksanaan 
kebijakan tunjangan guru daerah khusus. Penyampaian inforrnasi yang sangat 
kurang sehingga inforrnasi yang ada kurang jelas bagi gum. Lernahnya unsur 
struktur birokrasi karena dalam irnplernentasi tunjangan gum daerah khusus ini 
tidak diternukan SOP. Dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dengan gum 
sebagai sasaran program adalah sebuah altematif solusi untuk komunikasi yang 
kurang. Dalarn rnenentukan sasaran program kebijakan harus berdasarkan 
pedoman yang telah disusun agar program benar-benar tepat sasaran. 

Kata Ku11ci: Impleme11tasi, Kebijaka11, Tu11ja11ga11, Khusus, Guru. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kabupaten Nunukan 

a. Geografi 

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sarnpai dengan 118°3' Bujur 

Timur dan 3°15'00" sarnpai dengan 4"24'55" Lintang Utara merupakan wilayah 

paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah 

perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah 

yang strategis dalarn peta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten Nunukan di 

sebelah utara berbatasan langstmg dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah 

timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Malinau, sebelah barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia 

Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada Tahun 1999 merupakan basil 

pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.263,68 km2
. Kabupaten 

ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung 

dengan panjang 278 km sedangkan Tungai Tabur merupakan sungai terpendek 

dengan panjang 30 km. 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan teJjal 

terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan 

dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah 

timur. Perbukitan teJjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan 

ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah 

43355.pdf



39 

dataran tinggi berkisar antara 8 - I 5%, sedangkan untuk daerah perbukitan 

memiiiki kemiringan yang sangat teijal, yaitu di atas I 5%. Dengan demikian 

kemiringan rata-rata berkisar an tara 0 -50%. 

b. lklim 

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir dalam jangka 

waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. lklim 

merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi panas, 

kelembaban dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan berada di wilayah 

khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu 

Musim Kemarau dan Musim Penghujan serta dipengaruhi oleh Angin Muson, 

yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan Angin Muson Timur pada 

bulan Mei-Oktober Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun 

Meteorologi Nunukan pada Tahun 20I I, Nunukan mengalami iklim panas dengan 

suhu udara rata-rata 27,IO ° C. Suhu udara terendah 22,30 De teijadi pada bulan 

Juli, dan tertinggi 3I,40 De pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang 

cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi Iaut. 

Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi 

oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban 

udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada Tal1un 20I I kelembaban udara 

berkisar antara 47,0% sampai dengan I 00,0%, sedangkan rata-rata curah hujan 

mencapai 259,8 mm, dengan curah hujan tertinggi 446,2 mm pada bulan Agustus 

dan terendah 12I,6 mm pada bulan November. Rata-rata kecepatan angin 

mengalami perubahan dari Tahun lalu, yaitu menjadi 3,2 knots. Persentase 
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penyinaran matahari rata-rata 56o/o, terendah 44% pada bulan Maret sedangkan 

tertinggi menca pai 67% teijadi pada bulan Oktober. 

c. Demografi dan Snmberdaya Mannsia 

Jmnlah Kabupaten Nunukan pada Tahun 2016 beijumlah 185.499 jiwa 

dengan kepadatan penduduk mencapai 12,95 jiwa/knl, bila dibandingkan 

dengan Tahun 2015 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% 

faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin 

lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian 

· dibukanya lapangan peke~jaan di sektor perkebunan, kbususnya kelapa sawit dan 

industri pengolahan kayu serta sektor jasa. 

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran 

penduduk secara keseluruhan. berdasarkan pola pesebaran penduduk Kabupaten 

Nunukan menurut luas wilayah belum merata sehingga terlibat adanya perbedaan 

kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. 

Dari sembilan kecamatan yang ada terlibat bahwa kecamatan sebatik 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 206,95 jiwa!km diikuti oleh 

Kecamatan Sebatik Barat dengan kepadatan 81,18 jiwa!km sedangkan untuk 

kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada berkisar antara 1,35 - 59,80 

jiwalkm. 

Seiring dengan semakin padatuya jumlah penduduk yang ada jumlah keluarga 

yang tinggal di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 6,9% 

dibandingkan Tahun 2009. sebagian besar tinggal di Kecamatan Nunukan, sekitar 

40,2% kemudian 14% di antaranya tinggal di Kecamatan Sebatik ditinjau dari 

komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlibat bahwa pada Tahun 2009 
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jumlah penduduk laki-lak:i di Kabupaten Nunukan rnasih lebih banyak dibanding 

perernpuan. ini terlihat dari rasio jenis kelarnin 113,19 artinya pada setiap 100 

orang perernpuan terdapat 113 orang 1aki-lak:i. 

d. Sosial Budaya 

Sebagian besar penduduk Nunukan terutarna yang berdiarn di daerah pantai 

dan tepian sungai dipedalarnan rnasih rnenganut kepercayaan anirnisrne dan 

sebagian Iagi rnerneluk Agarna Kristen dan Katolik. 

Penduduk asli di pedalarnan dahulunya hidup berpindah-pindah (nornaden), 

hal ini disebabkan karena rnata pencaharian utarna rnereka adalah berladang 

dengan berpindah-pindah serta berburu. sedangkan penduduk yang tinggal di 

daerah pantai dan tepi sungai, selain hidup dengan bercocok tanarn secara 

rnenetap juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pegawai/karyawan, di pernerintah 

rnaupun swasta. Secara urnurn dapat dikatakan bahwa rnasyarakat Nunukan 

rnerniliki sifat yang ramah tarnah, jujur, dan rnerniliki sernangat gotongroyong 

yang tinggi tarnu atau pendatang dari Iuar sangat dihorrnati, rnasyarakatnya juga 

sangat religius dan rnerniliki rasa toleransi antar urnat beragarna yang tinggi. 

e. Pemerintahan 

Selarna lebih dari sepuluh Tahun menyelenggarakan pernerintahannya, 

Kabupaten Nunukan telah marnpu rnenunjukkan perkembangan yang cukup pesat 

baik dilihat dari pernbangunan fisik rnaupun nonfisik. Secara administratif, 

Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecarnatan dan terdiri atas terdiri dari 232 

desa. Kecarnatan Lumbis Ogong merupakan kecarnatan dengan wilayah terluas, 

yaitu 3.357,01 krn2 atau sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain 

itu, kecarnatan ini juga rnerniliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecarnatan 
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lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecarnatan dengan luas wilayah 

terkecil adalah Kecarnatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar 0,11% dari 

luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota 

Kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km2 atau sekitar 3,96%. dari luas 

wilayah Kabupaten Nunukan. 

Sedangkan kecarnatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecarnatan Sebatik 

Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar O,ll% dari Iuas Kabupaten Nunukan. 

Kecarnatan Nunukan yang merupakan ibukota Kabupaten memiliki luas wilayah 

564,50 km2 atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan. Kecarnatan 

yang hanya memiliki 3 desa adalah Kecarnatan Sebatik Barat dengan dengan luas 

wilayah sebesar 9.327 km2 atau 0,65 % 

Tabel 4. 1. Luas Wilayah per-Kecarnatan dan Jumlah Kelurahan/Desa 

jumlah Administrasi 
No Kecamatan 

kelurahan desa 
Ha % Thd Total 

1 Krayan 65 183.474 12.88 
2 Krayan Selatan 24 175.766 12.34 
3 Lumbis 28 29.023 2.04 
4 Lumbis Ogong 49 335.701 23.56 

5 Sembakung 18 204.266 14.34 

6 Nunukan 5 56.45 3.96 

7 Sei Menggaris 9 85.048 5.97 

8 Nunukan Selatan 4 18.177 1.28 

9 Sebuku 4 160.848 11.29 

10 Tulin Onsoi 12 151.336 10.62 

11 Sebatik 4 5.107 0.36 

12 Sebatik Timur 4 3.917 0.27 

13 Sebatik Tengah 4 4.771 0.33 

14 Sebatik Utara 4 1.539 0.11 

15 Sebatik Barat 3 9.327 0.65 

Sumber: Kab.Nunukan Dalam Angka 2016 
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Menurut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Nunukan termasuk Daerah Tertinggal 

dan Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan). Oleh karenanya Kabupaten 

Nunukan termasuk ke dalam kriteria Daerah Khusus menurut UU Guru dan Dosen 

No 14 Tahun 2005. 

PETA AOMINISTRASJ 

Sumber: Kab.Nunukan Dalam Angka 2016 
Gambar 4. I. Peta Wilayah Kabupaten Nunukan 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

1) Dasar Pembentukan Organisasi 

11 . 
. 
. . 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi 

Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan 

melalui Sekretaris Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Nunukan adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan ke 

dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang 

43355.pdf



44 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 

Nunukan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan berubah 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

2) Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan akan 

di arahkan dan akan di capai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. 

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan "Terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, 

Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia" , maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Nunukan adalah: 

" Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan Menuju 

Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter Dan Berdaya Saing " 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagaimana 

yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan 

beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan 

Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut : 

"Meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang 

berkualitas di seluruh Kabupaten Nunukan" 
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Misi ini merupakan wujud dalam mngka turut mencerdaskan bangsa dan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Nunukan. Keberhasilan 

pada misi ini ditandai dengan: 

1) Meningkatnya angka kelulusan siswa, berkurangnya angka putus sekolah, 

2) Meningkatnya angka melanjutkan sekolah, 

3) Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan potensi anak secara utuh. 

Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan dari pendidikan awal 

sampai pendidikan tinggi baik itu formal maupun non formal . Keberhasilan pada 

misi ini ditandai dengan: 

a) Meningkatnya PAUD dan TK, meningkatnya angka melek huruf, 

b) Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga dan pengelola 

pendidikan. 

kualitas adalah tingkat kelayakan dan kepuasan yang diperoleh oleh 

masyarakat dari layanan pendidikan, sedangkan profesionalisme adalah upaya 

pegawai Dinas Pendidikan baik tenaga pendidik dan kependidikan memberikan 

pelayanan pendidikan dengan kemampuan terbaik. 

Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan: 

a) Meningkatnyajumlah guru yang mempunyai standar kualifikasi mengajar, 

meningkatnya rasio guru terhadap murid, 

b) Meningkatkan karakter generasi muda dengan membina dan 

mengembangkan kreativitas olahraga, bahasa, seni dan budaya. 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal dan 

efisien mengembangkan potensi dan bakat generasi muda baik melalui olah raga, 

seni ,budaya, kepribadian dan sains melalui pendidikan 
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Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan: "Meningkatnya angka kelulusan, 

menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah". 

I. Tugas Pokok 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kelja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan mempunyai tngas melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

2. Fungsi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija 

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan, menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang 

Pendidikan; 

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa; 

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang menengah; 

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 
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f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis PLS, 

pemuda dan olah raga; 

g. Pembinaan penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas; 

h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

1. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya 

3) Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas terdiri dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat terdiri atas terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan Program; 

b. Sub Bagian Umum; 

c. Sub Bagian Keuangan; 

d. Bidang Pendidikan TK , SD, dan SLB 

3. Seksi Pendidikan Dasar; 

4. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan SLB; 

5. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pendidikan Dasar Dan SLB; 

6. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas terdiri dari: 

1) Seksi Pendidikan Menengah; 

2) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; 

3) Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pendidikan Menengah; 

7. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri atas terdiri dari: 

1) Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dan TK!P AUD; 
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2) Seksi Sarana Dan Prasarana SLB Dan SMP; 

3) Seksi Sarana Dan Prasarana SMU Dan SMK; 

8. Bidang TK/PAUD,Pendidikan Non Fonnal Dan Infonnal terdiri atas 

terdiri dari: 

I) Seksi Pendidikan TK/Paud; 

2) Seksi Pendidikan Masyarakat; 

3) Seksi Pemuda Dan Olah Raga; 

9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan 

10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4) Sumberdaya Manusia Aparatur 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2014 memiliki 

sumberdaya manusia sebanyak 2909 (dua ribu sembilan ratus sembilan) orang, 

terdiri atas terdiri dari 29 ( dua puluh sembilan) orang pejabat struktural, staf 

UPTD 19 (sembilan belas orang) orang, pengawas 46 (empat puluh enam) orang, 

guru PNS 1.485 dan guru non PNS 1.389 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

»- Kepala Dinas 1 Orang 

»- Sekretaris 1 Orang 

»- Kepala Bidang 4 Orang 

»- Kasubbag 3 Orang 

»- Kepala Seksi 10 Orang 

»- KepalaUPTD 8 Orang 

»- Pengawas 46 Orang 

»- StafDinas Pendidikan 55 Orang 

»- StafUPTD 19 Orang 
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Di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan merniliki 8 Unit 

Pelaksana Teknis Dinas di Kecarnatan Nunukan, Sebatik, Sebuku, Sembakung, 

Lurnbis, Sebatik Barat,Nunukan Selatan dan Krayan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan No. 03 Tahun 2001 tentang Uraian 

Tugas Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dinas 

Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang 

pendidikan. 

I. Tugas Kepala Dinas Pendidikan 

a. Membantu bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan 

dan mengawasi sernua kegiatan Dinas Pendidikan. 

c. Memberi saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah 

yang perlu diambil dalam bidang pendidikan. 

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di bidang pendidikan sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjababan kepada bupati. 

e. Merurnuskan kegiatan urnurn, ketatausahaan, kepegawaian, dan urusan 

keuangan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f Merurnuskan rencana strategik serta kebijakan operasional di bidang 

pendidikan dasar TK/SD/SDLB, pendidikan menengah SMP/SMA/SMP­

SMA LB, pendidikan usia dini, non formal, informal dan kejuruan, sarana 

dan prasarana sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan 

nasional. 
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g. Merumuskan kebijakan operasional di bidang pendidikan dasar 

TK/SD/SDLB, yang meliputi urusan bidang pengembangan mutu dan 

kurikulum, ketenaga kependidikan, data kependidikan TK/SD/SDLB. 

h. Merumuskan kebijakan operasional pendidikan menengah 

SMP/SMA/SMP-SMA LB, yang meliputi urusan bidang pengembangan 

mutu dan kurikulum, ketenagaan kependidikan, data kependidikan 

SMP/SMA/SMP-SMA LB. 

1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang usaha dini, non 

formal,informal, dan kejuruan yang meliputi bidang pendidikan kejuruan, 

pendidikan non formal dan informal, pendidikan anak usia dini. 

J. Merumuskan kebijakan operasional di bidang sarana dan perasaranya yang 

meliputi urusan bidang perencanaan dan pelaporan, pembangunan, 

pemeliharaan. 

k. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan penyunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). 

I. Monitoring dan evaluasi tentang rencana strategik dan kebijakan 

operasional di bidang pendidikan, yang meliputi urusan pendidikan dasar 

TK/SD/SDLB, pendidikan menengah SMP/SMA/SMP-SMA LB, 

pendidikan usia dini, non formal, informal dan kejuruan, sarana dan 

prasarana, maupun evaluasi terhadap pencapaian standar pendidikan 

nasioanl pendidikan serta perumusan penyusunan akuntabilitas kineija 

instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan. 

m. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 

43355.pdf



51 

2. Tugas Sekretaris 

a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai, basil keija bawahan. 

b. Menyusun rencana keija sekretaris Dinas Pendidikan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan 

dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. 

d. Mengonsultasikan kegiatan sekertariat kepada kepala dinas. 

e. Mengonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersiafat (urgent) 

kepada kepala dinas. 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

g. Melaksanakan ketatausahaan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

h. Mengoordinasikan, menghimpun, dan menyusun rencana strategik 

(renstra) serta kebijakan operasional di bidang yang meliputi urusan 

bidang dasar TK/SD/SDLB, pendidikan menengah SMP/SMA/SMP-SMA 

LB, pendidikan usia dini, nonformal, informal dan kejuruan serta sarana 

dan prasarana. 

i. Mengordinasikan penyusunan laporan akuntabilitan kineija instansi 

pemerintah (LAKIP) dan penetapan kineija Dinas Pendidikan. 

j. Mengoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulan an pegawa1 

untuk di sampingkan secara berkala kepada BKD dan bagian organisasi 

SetKab Nunukan. 
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k. Menghimpun dan menyampaikan bahan bahan keterangan laporan 

keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelengaraan 

pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) kepadaBAPPEDA setiap bulan. 

I. Mengordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan umum, 

kerumah tanggaan, keuangan dan kepegawaian di Iingkungan Dinas 

Pendidikan. 

m. Mengordinasikan inventerisasai dan memprsiapkan urusan penghapusan 

barang perlengkapan. 

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan 

sekretariat serta mencari altematif pemecahannya. 

o. Mengordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan. 

p. Melaksanakan dan melaporkan tugas Iainnya yang diberikan oleh atasan. 

3. Tugas Di bidang Pendidikan 

a. Memimpin, merencanakan, Mengordinasikan, membina, mengendalikan 

dan mengawasi semua kegiatan di bidanguya. 

b. Memberikan saran dan pertimbanagan kepada kepala dinas tentang 

langkah-Iangkah yang perlu diambil dalam bidanguya. 

c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas. 

d. Merumuskan kebijakan operasional di bidang pendidikan yang dikelolanya 

meliputi bidang pengembangan, kurikulum, ketenagaan dan data 

kependidikan. 
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e. Mengonsultasikan setiap kegiatan bidang yang bersifat urugen kepada 

kepala dinas. 

f. Menyosialisasikan, melaksanakan, standar nasional pendidikan ditingkat 

Kabupaten, serta membantu pemerintah pusat dalam akreditasi satuan 

pendidikan. 

g. Mengolah dan menyelengarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang 

bertaraf intemasional serta pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

h. Memfasilitasi pemberian, pencabut izin pendirian satuan pendidikan 

berbasis unggulan lokal. 

1. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan bertaraf intemasional. 

J. Mengordinasikan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. 

k. Menyosialisasikan kerangka dasar kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

I. Menyosialisasikan dan memfasilitasi implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dan standart isi serta standart kompetansi lulusan. 

m. Mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkatat pendidikan. 

n. Mengordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional dan ujian 

sekolah. 

o. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional. 

p. Mengevaluasi pencapaian standart nasioanl pendidikan. 

q. Melaksanakan supervisi dan mengevaluasi dampak pelaksanaan satuan 

pendidikan bertarafintemasioanal. 

r. Merencanakan kebutuhan dan penempatan serta pembinaan pendidik dan 

tenaga kependidikan PNS pada satuan pendidikan. 
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s. Memutahirkan data dalam sistem informasi manaJemen pendidikan 

nasioanal untuk tingkat Kabupaten. 

t. Monitoring evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan bidang 

pengembangan mutu, kurikulum, tenaga kependidikan dan data 

kependidikan. 

u. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pendidikan. 

v. Melaksanakan urusan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. 

kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas terdiri dari 

sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian. setiap 

kelompok jabatan fungsional dipinpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk 

oleh kepala dinas, jenis dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dan be ban kerja. kelompok jabatan fungsional Dinas Pendidikan terdiri atas terdiri 

dari: 

a. Pengawas TK/SD; 

b. Pengawas sekolah menengah SMP/SMA/SMK; 

c. Pamong belajar; 

d. Penilik non formal; 

7. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan 

Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa, kendaraan 

Dinas, Inventaris dan fasilitas lainnya. Dinas Pendidikan menempati salah satu 
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Gedung Perkantoran Gadis 2 (dua) yang terletak di Jalan Terusan P. Antasari di 

Kecarnatan Nunukan. 

Dengan melihat keberadaan Dinas Pendidikan sebagai suatu organisasi yang 

bertanggung jawab kepada Bupati mengenai Penyelenggaraan kegiatan di Bidang 

Pendidikan, maka Dinas Pendidikan seharusnya dapat mengimplementasikan 

program kerjanya kepada suatu tindakan berupa kegiatan-kegiatan yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai sehingga akan 

terwujud ''Tata Pemerintahan yang Baik "(good government). 

3. Pendidikan di Kabupaten Nunukan 

Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana 

keberhasilan pembangunan manus1a seutuhnya. Indikator keberhasilan 

pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, di antaranya keberhasilan 

bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai 

fasilitas pelayanan sosial Iainnya. 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan 

ketrarnpilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Sesuai dengan arnanat yang 

diemban negara, sebagaimana tertuang dalarn Pembukaan UUD 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan merupakan dimensi pembentuk dan penentu kualitas sumberdaya 

manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata dan 

menyeluruh dilaksanakan dengan adanya program wajib belajar sembilan Tahun, 

kejar paket A, B, dan C. 
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Tolok ukur umum yang bisa digunakan untuk: melihat keberhasilan pendidikan 

di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid terhadap guru. 

Secara umum sejak Tahun Pelajaran 2000/2001 hingga 2016/2017 jumlah 

sarana sekolah jenjang TK hingga SMU/SMK, baik negeri maupun swasta yang 

berada di bawah Diknas secara kuantitatif mengalami perkembangan. 

Pada Tahun 2016 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan 

terdiri atas terdiri dari 133 Sekolah Dasar, 12 Madrasah Ibtidaiyah, 45 Sekolah 

Menengah Pertama, 6 Madrasah Tsanawiyah, 15 Sekolah Menengah Atas, 5 

Madrasah Aliyah, dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan. 

Salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga 

pengajar yang memadai untuk: setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru 

merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban ke!ja seorang guru 

terhadap muridnya. Rasio ini juga mencerminkan mutu pendidikan di kelas, 

karena semakin besar angka ini berarti beban kerja seorang guru semakin berat 

pula, dan pengawasan atau kontrol yang dilakukan terhadap murid akan 

berkurang. 

Rasio antara murid-guru untuk: jenjang Sekolah Dasar pada Tahun 2016 

mengalami perubahan. Rasio murid-guru untuk: tingkat SD sederajat sebesar 13,71 

artinya seorang guru bertanggung jawab terhadap 13 hingga 14 murid. Rasio 

murid-guru menurun jika dibandingkan dengan Tahun lalu (14,34), hal ini 

menunjukkan bahwa beban ke!ja seorang guru berkurang. 

Sedangkan pada tingkat SLTP sederajat menunjukkan rasio murid-guru sebesar 

14,96. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan data Tahun 
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lalu (14,98). Rasio murid-guru pada jenjang SLTA sederajat menurun jika 

dibandingk:an Tahun lalu, yaitu dari 15,04 menjadi 13,60. 

Tabel4. 2. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar 
(SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2016 

t\b. Kecarmtan 
Sekolah MJrid G.lru Rasio MJrid-G.Jru 

SD 51\JP SD 51\JP SD srvP so 51\JP 

1 Kra{cm Selatan 2 3 441 128 54 25 &17 ~12 

2 Kra{cm Z1. 4 C£1 442 234 ro L\22 7,~ 

3 L.urrbis cgJrg 10 3 823 163 72 13 11,43 12,54 

4 L.urrbis 10 4 1222 574 120 28 :1Ql8 ~g) 

5 Serrl:BrurgAtulai 6 1 91) 93 48 8 :IQ42 12,25 

6 Serrbakurg 12 5 711 312 132 39 5,84 &00 
7 Seruku 11 3 1447 Zil 94 2} 15,39 &ffi 
8 Tulin01soi 8 2 1251 ElB 81 28 15,44 21,54 

9 SeiMrwrts 4 2 1.122 335 67 23 16,iS 1457 

10 Nunukan 17 7 7m 2542 '§1 1.22 ~17 ~84 

11 l\\lnukaNSelaatan 7 5 2228 :IE. $ f!J 23,45 15,93 

12 Sel:mik Effilt: 8 2 1.224 456 8) 33 lS,ll 13,82 

:13 Sel:mik B:lrat 2 3 :m 352 2} 33 17,28 1Q67 

14 Sel:miklinur 3 0 11ffi 0 62 0 17,i9 0 

15 SeOOI:ikTengah 6 2 ffi2. 4lX) EB 24 12,f:Jl 18,33 

16 Sel:mik Ltara 2 1 fiJI 732. 39 33 15,$ 22,18 

Kab.~ 133 45 mE ~ 1.632 585 13,67 15,(9 
.. 

Sumber : Dmas Pendtdtkan Nunukan (Dapodtk 20 17) 

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan tidak hanya dilakukan 

oleh Pemerintah, akan tetapi dilaksnakan juga oleh pihak swasta. Partisipasi pihak 

swasta ini sangat membantu pemerintah dalam rangk:a percepatan pembangunan 

di Kabupaten Nunukan hingga ke segenap penjuru pelosok daerah, Sehingga di 
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akhir Tahun 2016, sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten 

Nunukan adalah sebagai berikut: KB!TP NSPSIP AUD Negeri maupun swasta 

berjurnlah 139 unit dengan jumlah siswa 3.483 orang, SD/Mi Negeri maupun 

swasta 144 unit dengan jumlah siswa 23.614 orang, SMP Negeri maupun swasta 

berjumlah 51 unit denganjumlah siswa 9.347 orang, serta SMNSMK Negeri dan 

swasta berjurnlah 28 unit denganjurnlah siswa 7.064 orang. Untuk lebihjelasnya 

dapat dilihat pada tabel: 

Tabel4. 3. Keadaan Sekolah di Kabupaten Nunukan 2016 

Jumlah Sekolah 
Jumlah Jumlah 

No. Jenjang Skolah 
Negeri Swasta 

Guru Siswa 

I PAUD!TK 2 176 165 3.483 

2 SDIMI 120 24 1.680 23.914 

3 SMPIMTs 38 13 628 9.347 

4 SMAIMNSMK 15 15 545 7.067 

J umlah Total 175 226 3.018 43.811 

Surnber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2016 

B. Basil Penelitian 

Temuan penelitian hasil dari penelitian yang dilakukan baik melalui 

wawancara, observasi maupun studi dokumentasi tentang implementasi kebijakan 

tunjangan guru di daerah khusus di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan wawancara, 

pengamatan dan observasi kenda1a dalam implementasi penyaluran tunjangan 

guru di daerah khusus di Kabupaten Nunukan antara lain: 
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1. Efektivitas Tunjangan Khusus 

Dengan adanya tunjangan ini terutama tunjangan di daerah khusus ini sangat 

membantu para guru kita untuk menambah penghasilan mereka kemudian juga 

meningkatkan kompetensi mereka, kemampuan mereka dalam memberikan 

pembelajaran kepada siswa di mana tunjangan-tunjangan ini juga digunakan 

untuk pembelian alat-alat pembelajaran, atau kebutuahan lain yang berhubungan 

mereka sebagai guru seperti alat peraga dan sebagainya untuk kelengkapan . 

mengajar di sekolah. Selain menambah penghasilan juga memberikan motivasi 

semangat kepada guru untuk lebih giat lagi dalam mengajar. 

Sesuai dengan pemyataaan salah satu informan yang menjabat guru yaitu: 

"Tunjangan khusus selain meningkatkan kesejahteraan, juga sebagai motivasi 
dalam menjalankan tugas dan fongsi sebagai guru khususnya di daerah 
terpene if' 

Di Iapangan, tunjangan gum di daerah khusus ini memberikan kecemburuan 

sosial kepada guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus, karena beberapa 

guru yang mendapatkan tunjangan khusus ini tidak bekeija dengan baik bahkan 

cenderung malas mengajar, bahkan ada guru yangjarang mengajar ke sekolah. 

Sesuai dengan pemyataaan salah satu informan yang menjabat guru sebagai 

berikut: 

"Tunjangan khusus di Kab. Nunukan be/urn merata dan menimbulkan 
kecemburuan sesama guru baik honorer maupun PNS". "Jmplementasi 
Tunjangan khusus belum sesuai dengan tujuan yaitu tidak diimbangi dengan 
kualitas pendidikan, masih banyak guru yang tidak disiplinl malas mengajar". 

2. Sosialisasi yang Tidak Merata 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan memiliki 

kepanjangan tangan di kecamatan-kecamatan yaitu berupa unit pelaksana teknis 

dinas di kecamatan-kecamatan berupa UPTD, di UPTD-UPTD ini melakukan 
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sosialisasi atau penyampaian surat rnenyurat ke sekolah-sekolah walaupun itu 

tidak bisa terkoneksi dengan baik. UPTD di kecamatan itu banyak 

rnengkondisikan menghubungi ke sekolah-sekolah agar sernua guru rnengetahui 

persoalan tersebut terutarna penerimaan tunjangan khusus. Setiap SK diterbitkan 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan kami rnengkopikan kepada UPTD 

kernudian rnelanjutkan kesekolah -sekolah yang menerima tersebut. 

Namun dalam pelaksanaannya, karena pengirirnan selalu melalui surat-

menyurat seperti email rnaupun sms tidak pernah sampai ke tujuan karena lokasi 

yang tidak bisa menerima jaringan. 

Sesuai dengan pernyataaan salah satu inforrnan yang menjabat sebagai 

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Ya, kalo setahu kami karena kita inikan Dinas Pendidikan dan kebudayaan 
Kabupaten Nunukan ini memiliki kepanjangan Iangan di kecamatan­
kecamatan yaitu berupa unit pelaksana teknis dinas di kecamatan-kecamatan 
berupa UPTD, nah di UPTD-UPTD ini juga mereka juga me/akukan 
sosia/isasi atau penyampaian surat menyurat yang kami sampaikan ke 
seko/ah-sekolah walaupun itu tidak bisa terkoneksi dengan baik karena kita 
selalu pengiriman surat-menyurat itu melalui email maupun eee apanamanya 
internet dan sebagainya sms nah kalo memang di sana kurangjaringan". 

Selain itu transportasi dan lokasi yang sulit di jangkau sehingga akan 

berdampak kepada penerirna tunjagan khusus di setiap daerah. Akibatuya 

operator yang tidak mengetahui sosialisasi rnengenai tunjangan khusus tidak 

mengupdate terutarna singkronisasi dapodik agar nama-nama guru itu tidak 

terlupakan atau tidak terdata di dalarn norninasi penerima tunjangan khusus. 

Sesuai dengan pernyataaan salah satu inforrnan yang menjabat sebagai 

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Ya, jadi begini ada memang beberapa faktor yang menjadi kendala atau 
penghambat terhadap implelentasi karena apa eee ini adanya kerjasama 
antara Kementerian pendidikan dengan ee Kementerian desa tertingga/ atau 
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KPDT nah, di dalam penentuan desa untuk daerah terpenci/ ini kadang­
kadang tidak sesuai dengan apa yang kita tau di Kabupaten kita salah satu 
contoh misa/nya eee di Sembakung Atu/ai maupun di Lumbis sendiri termasuk 
di Kalampising itu kan eee menurut anunya itu zona daerah khusus karena 
termasuk rawan bencanajuga, kemudian dia walaupun dekat dengan ibu kota 
kecamatan Mansalong tapi dia lebih parah/ah kalau anukan kalau banjir 
bencana a/am itukan terjadi di situ, kemudian termasuk lntin di sebelahnya 
Mansalong itu Bulan-bulan masuk ilir intin Patal, termasuk Beringin daerah 
khusus tetapi menurut data KPDT tidak masuk begitu juga yang di anu 
Sembakung Atulai daerah Lubok ya. Daerah Lubok itu kalau kita anu masuk 
daerah rawan itu Pak, kemudian anu Tembelunuk masuk di tepian sembakung 
itukan paling hilir tidak masuk kategori itu jangkauanya ke kecamatan itu apa 
bedanya kalau kita dari Nunukan ke Tarakanjadi itukanyang menjadi tidak 
pear jadinya. Ke dua, seperti Krayan, Krayan itu Long Bawan nda masuk Pak 
ada beberapa sekolah di situ ada desa di situ kan ada yang hutan ada tiga 
desa Long Bawan itu tidak termasuk daerah khusus sementara untuk 
menjangkau Long Bawan itu harus naik pesawat dari Nunukan inikan yang 
menjadi persoalan ini yang di Tahun 2017 ini yang menjadi persoalan bahkan 
kami sudah dua kali konsultasi ke KPDT supaya itu ditetapkan untuk 
menerima, kenapa? Menurut kami layak menerima itu berdasarkan hasil 
survey dari KPDT karena itu tidak layak karena sudah ini sudah itu dan 
sebagainya, bapak melihat cuma sementara kita ini benar-benar orang di situ 
yang mengetahui wilayah kita seharusnya yang menjadi prioritas dan 
Kementerian maupun KPDT apa yang kita usulkan itu benar-benarlah yang 
mereka akomodir jangan mereka berdasarkan hasil survey mereka. Survey 
itukan kalau memang dia baik tapi kalau dia surveynya hanya mengambil 
sampel tidak mewakili karena dia mengambil titik-titiknya saja baru diratakan 
nah kelemahanya kalau survey begitu, apa istilahnya itu? Survey apa 
namanya itu saya lupa sampling saja kalau dia rata-ratakan tapi kalau dia 
owner by addres mungkin IDMnya hampir sama semua pak karena satu 
wilayahkan nah ini, mungkin itu yang menjadi persoalan pak". 

3. Kuota penerima yang berkurang 

Tahun 2013 dan 2014 pemberian tunjangan khusus masih 100% di wilayah 

3T (Sebuku, Sembakung, Lumbis, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Simenggaris, 

Krayan, maupun Krayan Selatan) itu semua mendapatkan, di Tahun 2014 itu 

sudah mengalami penurunan kuota di mana penurunan kuota ini disebabkan oleh 

faktor APBN. Berdasarkan informasi dari Kementerian pendidikan dan 

kebudayaan pusat adanya penurunan DIPA, DIPA dari pada Kementerian 

pendidikan termasuk isinya di dalam adalah tunjangan khusus maka kuota setiap 
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Tahun ada penurunan, Dengan Penurunan anggaran maka memi1ah 1agi seko1ah 

yang mana atau guru yang akan diberikan menurut Ridwan, se1aku Kabid 

Pembinaan Ketenagaan GTK. 

Tabel 4.4. Data jwn1ah guru yang ditetapkan 
Menerima tunjangan khusus Tahun 2014-2017 

TAHUN 
NO. KECAMATAN 

2014 2015 2016 

1. Krayan Se1atan 14 48 37 

2. Krayan 155 175 164 

3. Lwnbis Ogong 0 36 34 

4. Lwnbis 102 18 8 

5. Sembakung Atulai 0 0 0 

6. Sembakung 104 48 31 

7. Sebuku 68 22 15 

8. Tu1in0nsoi 0 14 15 

9. Sei Minggaris 7 10 4 

10. Nunukan 110 0 0 

11. Nunukan Se1aatan 47 0 0 

12. Sebatik Barat 27 0 0 

13. Sebatik 48 0 0 

14. Sebatik Timur 2 0 0 

15. Sebatik Tengah 20 0 0 

16. Sebatik Utara 13 0 0 

JUMLAH 718 371 308 

.. 
Sumber: Dmas Pendid1kan Tahun 2017 

2017 

40 

114 

33 

12 

0 

35 

13 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

267 

Berdasarkan data yang disajikan da1am Tabe1 4.4. di atas, ter1ihat bahwa 

hanya 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan yang masuk da1am daftar 
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penerima tunjangan khusus setiap tahun mulai Tahun 2014 hingga Tahun 2017 

yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung 

dan Sebuku. 

Selain itu faktor yang menjadi kendala atau pengbambat terhadap 

implementasi adalah keijasama antara Kementerian pendidikan dengan 

Kementerian desa tertinggal atau KPDT dalam penentuan desa untuk daerah 

terpencil ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di 

Kabupaten Nunukan. Dengan terbitnya SK dari Kementerian Penerima Tunjangan 

Khusus diharapkan 2017 ini di APBN ada beberapa orang yang bisa diusu1kan 

kembali supaya menerima tunjangan khsus Tahun 2017, upaya-upaya dilakukan 

beberapa kali baik diKementerian pendidikan maupun di KPDT selaku 

departemen yang mempunyai kelayakan untuk penentuan titik di mana desa yang 

masuk dalam kategori desa terpencil dan sebagainya. 

Sesuai dengan pemyataaan salah satu informan yang menjabat sebagai Pejabat 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Jadi begini, dengan adanya kita melihat tadi terbitnya SK dari Kementerian 
penerima tunjangan itu ada beberapa yang menurut kita harus layak 
menerima ya tidak bisa menerima nah di samping itu juga faktornya itu juga 
karena tidak eee anggaran inikan setiap Tahun turunjangankan kita APBD 
daerah, APBN Pusat itu aja turun nah sehingga penerima kuota itu juga 
berkurang, nah disamping itu tadi juga saya sebutkan ee ada daerah-daerah 
yang masuk tapi tidak dimasukan oleh Kementerian da/am SK penerima 
tunjangan tadi, kepa/a seko/ahnya nah ini/ah yang sedang kami upayakan kita 
sudah beberapa kali ee dengan melalui sural bupati !angsung kepada pak 
Menteri ee di Cq Cq dirjen GTK kita minta beberapa desa dan yang terletak 
ada sekolah di situ guru-gurunya sudah kita usu/kan pak. Kita harapkan di 
2017 ini di APBN perubahan mudah-mudahan bisa diKabulkan ada beberapa 
orang yang kita usu/kan kembali supaya menerima tunjangan khusus di Tahun 
2017 ini, upaya-upaya itu sudah kita lakukan beberapa kali pak, baik dari 
Kementerian pendidikan maupun di KPDT selaku ee departemen yang 
mempunyai kelayakan untuk menentukan titik di mana desa yang masuk 
kategori desa terpene if dan sebagainya ". 
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4. Kurangnya Koordinasi 

Sikap stake holder/ birokrat penting agar implementasi kebijakan ini 

beijalan dengan baik, jika tidak maka akan terns menuai kontroversi. PGRI hams 

berperan aktif untuk mendorong stakeholder agar mau bersama-sama 

mempeijuangkan kuota tunjangan khusus dan juga melakukan sosialisasi ke 

daerah. Agar lebih efektif sebaiknya pemerintah (Disdikbud Kab. Nunukan) 

berkoordinasi dengan PGRI sebagai induk organisasi guru. Mendengarkan 

masukan-masukan dan memperbaiki data disesuaikan dengan fakta di Japangan, 

karena permasalahan terletak pada data dari pusat yang melihat dari sistem 

DAPODIK, dan mengevaluasi sistem kuota penerima tunjangan guru di daerah 

khusus. Sebaiknya para stake holder saling berkoordinasi, mengevaluasi ulang 

kebijakan tunjangan khusus. Sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang 

menjabat sebagai kepala sekolah sebagai berikut: 

"Sosialisasi yang efektif, Dinas Pendidikan harus proaktif memperjuangkan 
kuota ke kemendikbud karena selama ini tampak keengganan dari dikbud 
untuk mengurus ini, sehingga kuota itu dibiarkan apa adanya, peran PGRI 
sangat strategis dalam memperjuangkan kuota tunjangan khusus ini". 
"Sikap stake holderlbirokrat penting agar implementasi kebijakan ini berjalan 
dengan bai, jika tidak maka akan terns menuai kontroversi" 
"Keengganan stakeholder dalam mengurus dan memperjuangkan kuota 
tunjangan khusus, organisasi guru tidak dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan ". 
"PGRI hams berperan aktif untuk mendorong stakeholder agar mau 
bersama-sama memperjuangkan kuota tunjangan khusus dan juga 
memlakukan sosialisasi ke daerah" 

C. Pembahasan 

George Edward III (1980) dalam bukunya "Implementing Public Policy" 

membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Ke 

empat faktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 

I. Komunikasi 
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Dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantara 

Implementor Dinas Pendidikan kepada leading sector yang berada di bawalmya, 

sehingga ditemuk:an bahwa implementasi kebijakan kebijakan tunjangan guru 

daerah kusus di Kabupaten Nunuk:an pada umunmya belum terlaksana dengan 

baik. 

Menurut George Edward Ill (1980:17) 

"The first requirement for effoctive policy implementation is that those who 
are to implement a decision must know what they are supposed to do. 
Policy decision and implementation orders must be transmitted to the 
appropriate personnel before they can be followed Naturally, this 
communication need to be accurate, and they must be accurately perceived 
by Implementors. " 

Edward mengatakan bahwa syarat pertama untuk implementasi kebijakan 

yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan hams tabu apa 

yang sehamsnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan 

hams diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Komunikasi 

ini hams akurat, dan mereka hams akurat dipersepsikan oleh pelaksana. 

Sehingga, komunikasi ini sehamsnya dapat dilaksanakan dengan baik, 

mengingat komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan publik. Komunikasi ini dibagi Jagi oleh Edward Ill dalam 3 dimensi 

yaitu Dimensi Transmission (Transrnisi/pemindahan/penyebaran informasi), 

Dimensi Clarity (Kejelasan) dan Dimensi Consistency (Kekonsistenan). 

a. Dimensi transrnisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (Implementors) kebijakan tetapi 

juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain 

yang berkepentingan baik secara Jangsung maupun tidak langsung. 

b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan 
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kepada pelaksana, target group dan pihak: lain yang berkeperitingan secara 

jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, 

tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga 

masing- masing akan mengetahili apa yang harus dipersiapkan serta 

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan 

efisien. 

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang 

diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, 

target group dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan basil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan tunjangan guru daerah khusus di Kabupaten Nunukan, Implementor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan hams memperhatikan ke tiga dimensi di 

atas agar proses komuuikasi bisa beljalan dengan baik sehingga implementasi 

kebijakan bisa diterapkan secara akurat dan tepat sasaran. 

2. Sumberdaya 

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa " No matter how clear and 
consistant implementation orders are and no matter how accurately they are 
transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the 
resources to do an effective job, implementation will not effective. 

Pemyataan tersebut dapat diteljemahkan sebagai berikut : 

"Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak 

peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumberdaya untuk melakukan 

pekeljaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif." 

Berdasarkan basil penelitian, dapat ditabulasi jenis-jenis sumberdaya yang 

dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijakan. 
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1) SumberdayaManusia 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980:54) menyatakan bahwa 

"probably the most essential resources in implementing policy is staff". 
Edward III (1980:62) menambahkan "Lack of management skills is an even 
greater problem at the state and local levels. " 

Ditambahkan pula oleh Edward III (1980:79) "Skill as well as numbers 
is an important characteristic of staff for implementation. All too often 
public offiials are lacking in the expertise both substantive and 
managerial, needed to implement policies effectively. " 

Peruyataan Edward III diatas tentang sumberdaya yang paling penting 

dalam melaksanakan kebijakan adalah staf menunjukkan bahwa 

sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam implementasi 

kebijakan tunjangan guru daerah khusus di Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan basil penelitian, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

memiliki Implementor yang tidak begitu memahami permasalahan 

kebijakan. Namun demikian semangat Implementor yang bertekad akan 

terus memperbaiki implementasi kebijakan tunjangan guru daerah khusus 

di Kabupaten Nunukan dan daerah khusus patut di dukung dan di apresiasi 

oleh stake holder. Kendala selanjutnya pada sumberdaya manusia adalah 

kurangnya keterampilan manajemen. Menurut Edward III, ini merupakan 

masalah yang lebih besar di tingkat negara bagian dan lokal. Tak 

terkecuali di tingkat satuan keJja perangkat daerah khususnya Dinas 

Pendidikan Kabupaten Nunukan. Stake holder harus mampu menyiapkan 

staff yang mumpuni dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan. 

Kepiawaian staff dalam melakukan tugasnya menjadi salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan guru 
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daerah khusus di Kabupaten Nunukan secara efektif. 

2) Sumberdaya anggaran 

Edward III (1980:82) menyatakan daiam kesimpu1an studinya "budgetary 

limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This 

is turn limit the quality of service that Implementor can be provide to public". 

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kua1itas 

pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara, kebanyakan menyebutkan 

kurangnya anggaran hal tersebut karena adanya penurunan kuota angaran sebagai 

penyebab kurangnya sosialisasi tentang kebijakan kenaikan pangkat guru. Hal ini 

sesuai dengan kesimpulan George Edward III di atas. Oleh karenanya dalam 

kebijakan penganggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan perlu adanya 

penekanan pada sosialisasi kebijakan tunjangan guru daerah k:husus di Kabupaten 

Nunukan karena sangat berhubungan erat dengan peningkatan kineija dan 

profesionaiitas guru, terlebih Iagi bagi guru yang mengabdi di daerah k:husus. 

3) Sumberdaya Peralatan 

Edward III (1980:77) menyatakan: 

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An 
Implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed 
to do, may have authority to exercise his task, but without the 
necessary building, equipment, supplies and even green space 
implementation will not succeed " 

Pemyataan Edward III ini, jika dialihbahasakan sebagai berikut: "Fasi1itas 

fisik juga mungkin sumberdaya kritis dalam implementasi. Seorang 

Implementor mungkin memiliki staff yang cukup, dapat memahami apa 

yang seharusnya ia Iakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk 
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melaksanakan tugasnya, tapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, 

perlengkapan dan bahkan pelaksanaan ruang hijau tidak akan berhasil." 

Sehingga jelas bahwa tersedianya fasilitas menjadi faktor yang sangat 

penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam mendukung tugas-

tugas Dinas Pendidikan sehingga dapat dikatakan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Nunukan tidak memiliki masalah pada bidang sarana dan prasarana 

Edward ill (1980:82) mengatakan bahwa "A lack of essential building, 
equipment, supplies, or land can hinder policy implementation as much as can 
inadequacies in the other resources we have examined." 

Pentingnya masalah sarana dan prasarana ini dalam mensukseskan 

implementasi kebijakan publik, sehingga kekurangan sarana dan prasarana itu bisa 

menjadi setara dengan faktor utama Iainnya. 

3. Disposisi 

Edward ill (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya "Implementing Public 

Policy", 

"The dispositions or attitudes of Implementor is the third critical faktor in 
our approach to the study of public policy implementation. If 
implementation is to proceed effectively, not only must Implementors know 
what to do and have the capability to do it, but they must also desire to 
carry out a policy. " 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa disposisi atau sikap pelaksana 

merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika 

implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu 

apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi 

merekajuga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan. 
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Menurut basil penelitian, para implementor sebenarnya memiliki keinginan 

dalam melaksanakan implementasi kebijakan tunjangan guru daerah khusus 

Kabupaten Nunukan ini. Hanya saja tingkat keseriusarmya mungkin perlu di 

tingkatkan lagi mengingat kebijakan tunjangan guru daerah khusus ini memiliki 

tujuan dan Jatar belakang yang sangat serius demi kemajuan dunia pendidikan di 

Indonesia. 

Edward ill (1980:90) melanjutkan penjelasarmya: 

"Many policies fall within a "zone of indifference". These policies 
probably be implemented faithfully because Implementor do not have 
strong foeling about them. Other policies, however, will be in direct 
conflict with the policy views or personal or organizational interests of 
Implementors. When people are execute orders with which they do not 
agree, inevitabel occur between policy decisions and performance. In 
such cases Implementor will exercise their discretion, sometimes in 
subtle ways, to hinder implementations." 

Dalam studi kasus implementasi kebijakan tunjangan guru daerah khusus di 

Kabupaten Nunukan, menurut pengamatan peneliti, sikap implementor bukarmya 

ingin mengbalangi implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang 

diperlukan dari para implementor. Kata "Desire" yang digunakan oleh Edward ill 

dapat dikatakan merujuk pada "gairah" atau mungkin keinginan yang kuat untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. 

4. Struktur Birokrasi 

Edward ill (1980:1 I) menegaskan bahwa: 

"Even in sufficient resources to implement a policy exist and Implementors 
know what to do and want to do it, implementation may still thwarted 
because of defiencies in bureaucratic structure. " 

Bahkan dalam sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan eksis 

dan pelaksana tabu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, 

implementasi mungkin masih bisa gaga! karena kekurangan dalam struktur 
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birokrasi. Edward ill (1980: 125) mengidentifikasi karakteristik yang paling 

menonjol dari birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

Fragmentasi. 

a) Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai publik untuk 

mempermudah dalam pembuatan keputusan yang banyak setiap hari. Kelebihan 

dari penerapan SOP di antaranya adalah penghematan waktu, lebih mudah untuk 

mengantisipasi kejadian yang berlangsung di luar dugaan dan untuk kepentingan 

keseragaman. 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya SOP dalam implementasi 

kebijakan tunjangan guru daerah khusus. Dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan maka hal pertama dan utama yang hams dilakukan adalah penyampaian 

informasi atau sosialisasi, kemudian diikuti oleh pelatihan, implementasi program 

kebijakan dan yang terakhir adalah evaluasi. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam hal ini sebagai implementor 

kebijakan kenaikan pangkat guru hams membuat SOP sehingga kegiatan 

implementasi program dapat beijalan lancar, kesalahan dapat diminimalisir dan 

melalui evaluasi program dapat dilakukan perbaikan secara terns menerus. 

b) Fragmentasi 

Definisi fragmentasi menurut Edward ill (1980: 134): 

"Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area 
among several organization units. " 

Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian 

tanggung jawab untuk area kebijakan antara beberapa unit organisasi. Edward III 

(1980:137) selanjutnya menuliskan bahwa: 
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"Fragmentation implies diffusion of responsibility, and this makes 
coordination of policies difficult. The resources and authority necessary to 
attack a problem comprehensively are often distributed among many 
bureaucratic units." 

Fragmentasi menyiratkan difusi tanggungjawab, dan ini membuat koordinasi 

kebijakan yang sulit. Sumberdaya dan wewenang yang diperlukan untuk 

menyerang masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak unit 

birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang. 

Dalam penelitian ini, terlihat dalam pekeijaan tertentu guru sebagai salah satu 

bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui 

pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi syarat. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 

berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji 

pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan 

pr<ifesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang 

terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan 

atas dasar prestasi. 

Guru yang layak menerima tunjangan sebagai upaya perbaikan nasibnya agar 

profesi yang dijalaninya selama ini "diakui" sebagai profesi dan "disamakan" 
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dengan profesi-profesi lainnya yang dianggap layak sebagai profesi. Guru benar­

benar sebagai sosok yang siap untuk digugu dan ditiru, siap memenuhi panggilan 

tugas dan kewajiban dengan segala tanggungjawabnya, kemudian siap menerima 

tunjangan sebagai konsekuensi dari sebuah profesionalitas. Guru memiliki peran 

strategis dalam bidang pendidikan; guru merupakan ujung tombak dalam upaya 

peningkatan knalitas layanan dan hasil pendidikan. Sayangnya kualitas guru di 

Indonesia masih tergolong relatif rendah. Berdasarkan survey UNESCO, terhadap 

kualitas para guru, kulitas guru kita berada pada level 14 dari 14 negara 

berkembang. Hal ini antara lain disebabkan o1eh tidak terpenuhinya kua1ifikasi 

pendidikan minimal. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diljen 

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pada 

Pasal 14 ayat (1) disebutkan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan, penghasilan 

diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat 

pada gaji, serta penghasilan lain berupa tl.lnjangan profesi, tunjangan fungsional, 

tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai 

guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 

Suderadjat (2005:12-13) mengatakan, keberhasilan pemberian pendidikan 

teljadi di sekolah, bukan di kantor Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, Provinsi 

maupun di Departemen Pendidikan Nasional, maka dari itu upaya peningkatan 

mutu pendidikan harus mulai ditata oleh setiap sekolah sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan masing-masing lembaganya secara mandiri. Dari pendapat diatas, 
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tunjangan khusus memberikan manfaat yang sangat besar bagi keberhasilan dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Permasaiahan yang muncui kemudian adaiah tingkat profesionaiisme guru 

pasca mendapatkan tunjangan khusus yang berada didaerah khusus. Seteiah ada 

jaminan kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya, apakah mereka yang telah 

mendapatkan tunjangan khusus itu lebih baik dari sebelumnya? Atau bagaimana 

perbandingannya dengan guru yang belum mendapatkan tunjangan khusus? 

Pertanyaan ini untuk menggugah, terutama tanggungjawab moral daiam membina 

generasi ke depan. 

Namun daiam implementasi penenmaan tunjangan khusus bagi daerah 

terdepan, terfuar dan terpencif (3T) ini belum tereaiisasikan secara merata. Masih 

ada beberapa daerah yang tidak termasuk kriteria sedangkan daerah tersebut 

memenuhi kriteria untuk masuk kedalam daerah 3T. Ini karena alokasi dana yang 

diberikan setiap Tahun yang berkurang dan kurangnya koordinasi antara stake 

holder, Dinas Pendidikan di Kabupaten Nunukan dan Pemerintah pusat Selain itu 

dengan pemberian tunjangan guru di daerab khusus yang tidak merata 

memberikan bentuk kecemburuan sosial di daiam ruang lingkup kerja. Karena 

kinerja guru yang mendapatkan tunjangan tidak lebih baik dalam menjalankan 

tugasnya dari guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dan bahkan ada 

beberapa guru yang tidak disiplin daiam tugasnya. 

Dengan demikian terdapat beberapa isu strategis di dalam implementasi 

kebijakan tunjangan khusus ini. Pertama terkait dengan peningkatan hasil belajar 

siswa yang diajar oleh guru yang mendapatkan tunjangan. Ke dua terkait dengan 

rendaimya knalitas proses pembelajaran yang diampu oleh guru pasca 
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mendapatkan tunjangan khusus. Ke tiga terkait dengan perilaku guru yang kurang 

profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
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Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan tunjangan guru daerab khusus 

di Kabupaten Nunukan dengan meneliti peranan komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini telab mengikuti tabapan-tabapan 

yang Jazim dalam melakukan penelitian yaitu pembuatan instrumen, pengumpulan 

data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan basil penelitian dan 

analisis, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: 

1. Implementasi kebijakan tunjangan guru daerah khusus di Kabupaten Nunukan 

masih belum terlaksana secara efektif Masih banyak guru yang belum benar­

benar mengerti prosedur dan mekanisme tunjangan khusus. Pelaksanaan 

kebijakan tunjangan khusus guru masih belum optimal. Begitupun pihak Dinas 

Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah 

belum mampu memberi solusi terbaik atas permasalaban yang dihadapi oleh 

guru, terutama dalam hal menentukan daerah yang masuk dalam kategori 

daerab khusus. Suksesnya program tunjangan khusus guru adalah ketika tujuan 

utama dapat tercapai, yaitu meningkatnya mutu pendidikan nasional. Sampai 

saat ini, pemberian tunjangan khusus guru belum maksimal sehingga 

menimbulkan rasa ketidakadilan. 

2. Berdasarkan keberperanan empat unsur penentu keberhasilan implementasi 

kebijakan, ada beberapa unsur yang bel urn terpenuhi dengan sempurna. Masih 

banyak kekurangan dalam unsur komunikasi dan struktur birokrasi. 
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Penyampaian pesan yang tidak sempuma sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan pesan membuat guru bingung akan program yang sebenamya. 

Ketidaksempurnaan keempat unsur tadi menghambat proses implementasi 

kebijakan tunjangan guru daerah khusus di Kabupaten Nunukan. 

B. Saran 

Terkait dengan penelitian tentang implementasi kebijakan tunjangan guru 

daerah khusus di Kabupaten Nunukan maka saran yang dapat disampaikan yaitu: 

I. Agar implementasi kebijakan tunjangan guru daerah khusus di Kabupaten 

Nunukan dapat terlaksana dengan efektif, setiap pihak yang berkompeten 

terutama Dinas Pendidikan harus tabu dan mengerti program tunjangan khusus 

guru berdasarkan pedoman tunjangan khusus: dasar hukum, tujuan, sasaran, 

manfaat, prosedur dan mekanisme. Dalam menentukan satuan pendidikan yang 

benar-benar berada di wilayah khusus agar lebih selektif dan perlu ditinjau 

ulang karena tidak sesuai dengan di lapangan. 

2. Untuk mengatasi kendala dalam hal penentuan satuan pendidikan yang berada 

diwilayah khusus Dinas Pendidikan dan dinas terkait harus benar-benar selektif 

sesuai dengan pedoman tunjangan guru daerah khusus agar penerima tunjangan 

khusus benar-benar tepat sasaran. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Informan Data Wawancara 

1 Pejabat Dinas • Deskripsi lapangan • Siapa yang berhak 
Pendidikan pene1itian mendapatkan tunjangan 
Kabupaten • Data tentang khusus? 
Nunukan Tunjangan Khusus di • Berapa jumlah guru yang 

Kabupaten Nunukan mendapatkan tunjangan 

• Aturan main khusus? 

Tunjangan Khusus. • Apakah tunjangan khusus 

setiap guru berbeda? Jika 
iya apa faktornya? 

• Bagaimana proses 
pencarran tunjangan 

khusus untuk Guru daerah? 

• Ada konsekuensi guru 
yang mendapatkan 
tunjanga khusus ini? 

2 Kepala • Usulan Tunjangan • Bagaimana proses 
Sekolah Khusus pengaJuan tunjangan 

• Kualifikasi Guru khusus guru di sekolah 

Peserta Tunjangan bapak pimpin? 

Khusus • Apakah ada kualifikasi 

• Implementasi guru yang berhak 

kebijakan Tunjangan mendapatkan tunjangan 

Khusus khusus? 

• Apakah setiap guru 

mendapatkan nominal 

tunjangan yang berbeda? 

• Apakah guru yang 

mendapat tunjangan 

khusus bisa dicabut 

tunjangaunya? 

• Bagaimana implementasi 

tunjangan khusus di 

sekolah bapak pimpin? 

3 Guru • Prosedur Tunjangan • Sudah berapa lama ibu 

Khusus mengajar di sekolah ini? 

• Praktek Tunjangan • Apakah ibu mendapatkan 

Khusus tunjangan khusus? Jika 
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• Konsekuensi guru iya, apakah ada yang harus 
Tunjangan Khusus dilaksanakan sebelum 

mendapatkan pencairan 
tunjangan khusus? 

• Apakah ada prosedur 

dalam mendapatkan 
tunjangan khusus? 

• Apak tunjagan khusus ini 

membantu ibu? 

• Bagaimana kualitas guru 
yang mendapatkan 
tunjagan khusus dan guru 

yang tidak mendapatkan ? 
• Apakah ada konsekuensi 

selama mendapatkan 

tunjanga khusus? 

• Apakah semua guru 

mendapatkan tunjangan 

khusus? 

4 Staf Tata • Administrasi us ulan • Bagaimana pelaksanaan 

Usaha Tunjangan Khusus administrasi Tunjangan 

• Kualifikasi Tunjangan Khusus? 

Khusus • Apakah ada kendala dalam 
melaksanakan 
pengadministrasian untuk 
pengususlan mendapatkan 

tunjangan khusus? 

• Apakah ada perbedaan 

kualitas guru sebelum dan 

sesudah mendapatkan 

tunjangan khususu? 

• Apa saja kualifikasi untuk 
mendapatkan Tunjangan 

khususu? 
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Lampiran 2: Jawaban Responden Pejabat Dinas Pendidikan 

PEDOMAN WAW ANCARA 

THESIS IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN TUNJANGAN GURU DAERAH 

KIIDSUS Dl KABUPATENNUNUKAN 

Infonnan: 

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

Pertanyaan 
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I. Apakah benar di Kabupaten Nunukan telah menetapkan Kebijakan tentang 

Tunjangan Guru Daerah Kbusus? 

Jawaban: jadi berdasarkan ketentuan dari Kementerian pendidikan dan 

kebudayaan bahwa pemerintah pusat memberikan tunjangan khusus 

kepada guru-guru yang bertugas didaerah 3t yaitu daerah terdepan, 

terluar dan terpencil, untuk daerah-daerah terpencil kita juga melalui 

kebijakan bupati Nunukan pada waktu itu, kita sudah menetapkan 

sekolah-sekolah mana yang menerima atau guru-guru yang berada di 

sekolah itu yang menerima tunjangan khusus, kalo diKabupaten 

Nunukan kita lebih pokuskan di mulai Tahun 2014, 2013 yah, kita 

sudah pokuskan untuk wilayah 3t atau wilayah 3 yaitu sebuku, 

sembakung, lumbis, lumbis ogong, tulin onsoi, simenggaris, krayan, 

maupun krayan selatan, nah karena daerah itu memang yang daerah­

daerah terpencil kemudian daerah yang perbatasan, diTahun 2011 

sampai 2012 itu memang termasuk pulau Nunukan dan sebatik itu 

mendapatkan, Cuma karena akses pulau sebatik itu lebih dekat 

dengan pulau Nunukan selaku ibu kota Kabupaten maka pemerintah 

melalui Dinas Pendidikan mengambil suatu kebijakan bahwa untuk 

penerima tunjangan khusus itu kita berikan kepada wilayah 3 yang 

saya sebutkan tadi, nah kebijakan ini diambil karena adanya memang 

pengurangan kuota penerima tunjangan itu yang pertama sehingga 

kita lebih pokus kepada memang guru-guru kita yang berada yang 

didaerah-daerah terpencil seperti di tau lumbis lumbis ogong 
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kemudian sebagian lumbis, tulin ensei, sebuku, kemudian sembakung 

juga sebagian, sembakung atulai dan krayan maupun krayan selatan 

itu kita berikan maksimal karena jangkauan untuk disana hanya bisa 

dilalui dengan pesawat udara, untuk darat maupun sungai tidak ada 

sehingga lebih biaya hidup mereka lebih tinggi disana ketimbang ee 

beberapa daerah lainnya yang sudah kita berikan juga demikian pa. 

2. Daerah mana saja yang rnendapatkan kebijakan tersebut? 

Jawaban: kita sudah pekuskan untuk wilayah 3t atau wilayah 3 yaitu sebuku, 

sembakung, lumbis, lumbis egeng, tulin ensei, simenggaris, krayan, 

maupun krayan selatan 

3. Bagairnana pendapat Bapak!Ibu terkait pernberian tunjangan guru daerah 

khusus di Kabupaten Nunukan? 

Jawaban: Kale saya pribadi selaku pejabat yang menangani atau mengurusi 

tentang tunjangan khusus ini ee kebijakan yang disampaikan eleh 

pusat itu sangat tepat sekali karena disamping itu menambah 

penghasilan juga memberikan metivasi semangat kepada guru untuk 

lebih giat lagi dalam mengajar di mana kale kita tidak memberikan 

tunjangan tambahan mengharapkan gaji saja sementara belanja 

mereka itu atau biaya hidup mereka didaerah terpencil ini sangat 

tinggi karena satu harga kebutuhan pekek mahal, kemudian sulit 

untuk dipereleh nah selanjutnya jangkauan mereka dari ee 

kecamatan ke Kabupaten itu sangat jauh sehingga membutuhkan 

biaya yang sangat mahal, nah dengan adanya tunjangan ini terutama 

tunjngan khusus ini sangat membantu para guru kita untuk 

menambah penghasilan mereka kemudian juga meningkatkan 

kempetensi mereka, kemapuan mereka dalam memberikan 

pembelajaran kepada siswa di mana tunjangan-tunjnagan ini juga 

digunakan untuk eee pembelian alat-a;lat pembelajaran, atau 

kebutuahan lain yag berhubungan dengan ee apa mereka sebagai 

guru seperti alat peraga dan sebagainya untuk keelngkapan merka 

mengajar di sekelah demikian pak 

4. Apakah Bapakllbu (instansi terkait) pemah mengadakan kegiatan 

sosialisasi tentang kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus ? 
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Jawaban: Ya jadi setiap kita ee menerima data atau kuota dari Kementerian 

sehingga Kabupaten Nunukan itu mendapatkan beberpa kuota untuk 

tunjangan khusus, nah ini kita jadikan juga sudah sampaikan ke 

sekolah-sekolah bersamaan dengan sosialisasi dapodik, nah di 

dapodik itu ee diminta semua operator sekolah khususnya daerah 3t 

tadi atau daerah wilayah 3 yang memang ee sasaran daripada 

tunjangan khusus ini supaya mengupdate mensingkronisasikan 

dapodiknya sehingga data guru ee bisa diketahui oleh Kementerian 

apakah memang itu sudah benar atau tidak, karena kalo dia tidak 

benar misalnya tidak memenuhi ee apa namanya itu unsur yang 

dikategorikan atau dipersyaratkan untuk tunjangan khusus itu, maka 

daftar nominasi nama ini tidak muncul di dapodik, nah oleh sebab itu 

kami sebelum dibuatkan sk oleh Kementerian terlebih dahulu kami 

melakukan sosialisasi terutama singkronisasi dapodiknya agar nama­

nama guru itu tidak terlupakan atau tidak terdata di dalam nominasi 

penerima tunjangan khusus. Demikian 

5. Menurut bapakllbu, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah 

mengetabui tentang kebijakan ini? Jika bel urn, Apa kendalanya? 

Jawaban: Ya, kalo setahu kami karena kita inikan Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan Kabupaten Nunukan ini memiliki kepanjangan tangan di 

kecamatan-kecamatan yaitu berupa unit pelaksana teknis dinas di 

kecamatan-kecamatan berupa UPTD, nah di UPTD-UPTD ini juga 

mereka juga malakukan sosialisasi atau penyampaian surat menyurat 

yang kami sampaikan ke sekolah-sekolah walaupun itu tidak bias 

terkoneksi dengan baik karena kita selalu pengiriman surat-menyurat 

itu melalui email maupun eee apanamanya internet dan sebagainya 

sms nah kalo memang disana kurang jaringan, eee UPTD di 

kecamatan itu banyak mengkondisikan menghubungi ke sekolah­

sekolah agar semua guru mengetahui eee persoalan tersebut 

terutama penerimaan tunjangannya kita setiap ada SK diterbitkan 

Kementerian eee pendidikan dan kebudayaan kita juga mengkopikan 

kepada UPTD kemudian melanjutkan kesekolah - sekolah yang 

menerima tersebut 
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6. Menurut bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan 

guru daerah khusus ini? 

Jawaban: Ya, jadi begini kalau kita berbicara persentasi memang persentasi 

pasti 100% yang tertinggi Pak. Kita untuk ke Tahun - Tahun 

sebelumnya seperti misalnya 2013, 2014, 2015, e 2014 itu kita masih 

100% diwilayah tiga itu semua mendapatkan ya, diTahun 2014 itu 

sudah mengalami penurunan kuota di mana penurunan kuota ini 

disebabkan oleh faktor eee APBN ini berdasarkan informasi dari 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan ee pusat adanya 

penurunan eee DIPA ya, DIPA dari pada Kementerian pendidikan 

termasuk isinya di dalam adalah tunjangan khusus maka kuota itu 

setiap Tahun ada penerunan, karena tadi masalah anggaranya begitu 

juga dikita dengan adanya penurunan itu maka kita memilah lagi 

sekolah yang mana atau guru yang kita berikan contoh misalnya ee 

yang kita prioritaskan itu wilayah Lumbis Ogong mulai Tau Lumbis 

sampai kehilirnya Kec. Lumbis Ogong karena wilayah sangat sulit 

dijangkau kita masuk ke Lumbisnya karena di Lumbis itu ada 

beberapa daerah yang beraliran sungai termasuk didarat itu ada 

beberapa sekolah yang mendapatkan, kemudian begitu juga di 

Sembakung, Sembakung Atulai jadi semua daerah - daerah kecuali 

ibu kota kecamatan karena dianggap ada sudah ketentuan dari 

Kementerian bahwa desa itu dianggap sudah maju seperti Mansalong 

nah Mansalong itu dianggap desa maju maka, sekolah yang berada 

diwilayah itu tidak mendapatkan tunjangan khusus yang diberikan itu 

adalah mereka yang mereka jangkauannya jauh ya sangat terpencil 

terutama yang Kerayan, Kerayan Selatan itu juga prioritas kita kalau 

kuota itu bertambah kita majukan lagi ya walaupun dinyatakan sudah 

maju anunnya karena memang jangkauan ke Kabupaten jauh karena 

memang letak geografisnya memang berada diwilayah khusus cuman 

karena tadi kuota kita dibatasi atau kita berkurang maka kita itu juga 

mengurangi jumlah penerimannya engg. 

7. Bagaimanakah prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan guru daerah 

khusus? 
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Jawaban: Kalau syarat memang yang pertama itu, ee guru yang mengajar 

didaerah itu memang wilayan yang masuk kategori daerah khusus. 

Syarat ke dua, sekolah di mana berada didesa itu yang mana di dalam 

ketentuan dikemetrian itu termasuk kategori itu juga desa ee yang 

sangat terpencil maka masuklah dia kategori jadi ada bebebrapa 

ketegori saja yang termasuk di situ eee tentang masyarakat adat, 

artinya masyarakat yang masih ee apanamaya itu ee mengayomi 

adatnya yang masih istilahnya terpencil. Yang ke dua daerah rawan 

bencana ini termasuk kategori persyaratan 

8. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pemberian tunjangan guru daerah khusus 

mempengaruhi kinerja para guru? 

Jawaban: Nah, kalau kita berbicara kinerja guru saya yakin ya kalau saya pribadi 

menerima tunjangan itu tentu saya akan bersemangat karena apa 

penghasilan saya bertambah sehingga hidup saya tidak banyak lagi 

memikirkan biaya hidup yang terlalu-lalu karena inikan satu bulan 

gaji pokok artinya dorang guru lain yang tidak terkena biaya itu dia 

hanya menerima satu bulan gaji pokok, sementara dia double ini, nah 

dengan sendirinyakan kinerjanya harus meningkat kenapa 

pemerintah pusat memberikan ini supaya guru-guru kita itu entah 

kepala sekolah apakah kepala sekolah benar-benar ee memotivasi 

dirinya dengan penghasilan yang besar itu memotivasi dirinya tidak 

lagi dia memikirkan " wah besok ini mau di anu karena gaji saya 

kurangl" dengan adanya tambahan ini sehingga ini eee memeberikan 

semangat mereka dalam ee memberikan pembelajaran di sekolah. 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan 

guru daerah khusus sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ? 

Jawaban: Ya, kalau kita di Kabupaten Nunukan memang sudah sesuai dengan 

kebijkan dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan itu sudah kita 

implementasikan didaerah-daerah yang memang layak menerima 

tunjangan khusus itu kalau kita tidak begitu pasti akan bermasalah 

dengan kita, nah kita memeng betul-betul mengarahkan sesuai 

dengan kebijkan penempatan dan pemberian kepada guru-guru yang 

memang layak menerima tunjangan itu sehingga kita tidak 
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bermasalah di Kabupaten Nunukan. Nah, semua yang sudah 

diberikan itu Alhamdullilah ee mereka juga kalau kita liat sudah baik 

semua sehingga ee sesuailah apa yang di berikan oleh Kementerian 

atau melalui pusat mereka sudah memenuhi standar ee apa namanya 

itu standar klayakan menerima itu, makasih Pak 

10. Menurut Bapak!Ibu hal-hal apa saja yang mendorong efektifitas 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus ini? 

Jawaban: Yang jelas eee yang mendodrong pertama itu adalah adanya 

tambahan penghasilan dari pada guru didaerah terpencil itu yanag 

pertama, yang ke dua eee apa namanya itu biaya hidup mereka 

yang selam ini mereka keluh kesahkan e bisa ditalangi melalui 

tunjangan khusus ini atau dipenuhi melalui tunjangan khusus ini 

karena ee gaji merekakan untuk anak-anak sekolah maupun biaya 

lain tapi untuk tambahannya itu terpenuhi melalui ee belanja hid up 

mereka biaya hidup maupun transportasi kemana merka bepergian 

sudah tercukupi dengan tunjangan khusus sehingga ee 

efektifitasnya itu jelas sekali karena kebijakan pemberian tunjangan 

khusus daerah khusus 

11. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus? 

Jawaban: Ya, jadi begini ada memang beberapa faktor yang menjadi kendala 

atau penghambat terhadap implelentasi karena apa eee ini adanya 

kerjasama antara Kementerian pendidikan dengan ee Kementerian 

desa tertinggal atau KPDT nah, di dalam penentuan desa untuk 

daerah terpencil ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita 

tahu di Kabupaten kita salah satu contoh misalnya eee di Sembakung 

Atulai maupun di lumbis sendiri termasuk di Kalampising itu kan eee 

menurut anunya itu zona daerah khusus karena termasuk rawan 

bencana juga, kemudian dia walaupun dekat dengan ibu kota 

kecamata Mansalong tapi dia lebih parahlah kalau anukan kalau 

banjir bencana alam itukan terjadi di situ, kemudian termasuk lntin di 

sebelahnya Mansalong itu Bulan-bulan masuk ilir intin Patal, 

termasuk Beringin daerah khusus tetapi menurut data KPDT tidak 
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masuk begitu juga yang di anu Sembakung Atulai daerah Lubok ya. 

Daerah Lubok itu kalau kita anu masuk daerah rawan itu Pak, 

kemudian anu TembelunuK masuk di tepian sembakung itukan paling 

hilir tidak masuk kategori itu jangkauanya ke kecamatan itu apa 

bedanya kalau kita dari Nunukan ke Tarakan jadi itukan yang menjadi 

tidak fear jadinya. Ke dua, seperti Krayan, Krayan itu Long Bawan nda 

masuk Pak ada beberapa sekolah di situ ada desa di situkan ada yang 

hutan ada tiga desa Long Bawan itu tidak termasuk daerah khusus 

sementara untuk menjangkau Long Bawan itu harus naik pesawat 

dari Nunukan inikan yang menjadi persoalan ini yang diTahun 2017 

ini yang mennjadi persoalan, ini yang menjadi saat ini masih berjuang 

diKementerian itu bahkan kami sudah dua kali konsultasi ke KPDT 

supaya itu ditetapkan untuk menerima, kenapa? Menurut kami layak 

menerima itu berdasarkan hasil survey dari KPDT karena itu tidak 

layak karena sudah ini sudah itu dan sebagainya, bapak melihat cuma 

sementara kita ini benar-benar orang di situ yang mengetahui 

wilayah kita seharusnya yang menjadi prioritas dan Kementerian 

maupun KPDT apayang kita usulkan itu benar-benarlah yang mereka 

akomodir jangan mereka berdasarkan hasil survey mereka. Survey 

itukan kalau memang dia baik tapi kalau dia surveynya hanya 

mengambil sampel tidak mewakili karena dia mengambil titik-titiknya 

saja baru diratakan nah kelemahanya kalau survey begitu, apa 

istilahnya itu? Survey apa namanya itu saya lupa sampling saja kalau 

dia rata-ratakan tapi kalau dia owner by addres mungkin IDMnya 

hampir sama semua pak karena satu wilayahkan nah ini, mungkin itu 

yang menjadi persoalan pak. 

12. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut? 

Jawaban: Jadi begini, dengan adanya kita melihat tadi terbitnya SK dari 

Kementerian penerima tunjangan itu ada beberapa yang menurut kita harus 

layak menerima ya tidak bisa menerima nah disamping itu juga faktornya itu 

juga karena tidak eee anggaran inikan setiap Tahun turun jangankan kita APBD 

daerah, APBN Pusat itu aja turun nah sehingga penerima kuota itu juga 
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berkurang, nah disamping itu tadi juga saya sebutkan ee ada daerah-daerah 

yang masuk tapi tidak dimasukan oleh Kementerian dalam SK penerima 

tunjangan tadi, kepala sekolahnya nah inilah yang sedang kami upayakan kita 

sudah beberapa kali ee dengan melalui surat bupati langsung kepada pak 

Menteri ee di Cq Cq dirjen GTK kita minta beberapa desa dan yang terletak ada 

sekolah di situ guru-gurunya sudah kita usulkan pak. Kita harapkan di 2017 ini 

di APBN perubahan mudah-mudahan bisa diKabulkan ada· beberapa orang 

yang kita usulkan kembali supaya menerima tunjangan khusus di Tahun 2017 

ini, upaya-upaya itu sudah kita lakukan beberapa kali pak, baik dari 

Kementerian pendidikan maupun di KPDT selaku ee departemen yang 

mempunyai kelayakan untuk menentukan titik di mana desa yang masuk 

kategori desa terpencil dan sebagainya. Mungkin itu pak. 
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Lampiran 3: Jawaban Responden Kepala Sekolah 

PEDOMAN WAW ANCARA 

THESIS IMPLEMENT AS! KEBDAKAN TUNJANGAN GURU DAERAH 

KHUSUS Dl KABUPATEN NUNUKAN 

Kepala Sekolah 

Pertanyaan 

91 

L Bagaimana pendapat Bapakllbu terkait pemberian tunjangan guru 

daerah kbusus di Kabupaten Nunukan? 

Jawaban: Carut marut tunjangan kbusus selalu teijadi setiap Tahun 

2. Apakah Bapak:llbu pemah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait 

kebijakan pemberian tunjangan guru daerah kbusus ? 

Jawaban: tidak pemah disosialisasikan 

3. Daerah mana saja yang gurunya mendapatkan tunjangan guru daerah 

kbusus? 

Jawaban: awalnya tidak ada kriteria kbusus, namun setelah beberapa 

kali mengalami masalah, maka hanya daerah yang benar­

benar sulit akses (terpencil) dan daerah perbatasan yang 

dapat 

4. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak:llbu pimpin sudah 

mendapatkan tunjangan guru daerah kbusus tersebut? 

Jawaban: sempat dapat beberapa Tahun berturut-turut, itupun setelah 

PGRI turun tangan, Tahun ini tidak dapat karena SMA 

sudah beralih wewenang ke Provinsi Kalimantan Utara, dan 

tidak ada yang mengurus itu (tunjangan kbusus) di 

disdikbud Provinsi. 

5. Menurut bapak:llbu, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah 

mengetahui tentang kebijakan ini? Jika bel urn, Apa kendalanya? 
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Jawaban: tunjangan khususnya tahu, tapi sebagian besar guru banyak 

yang belum membaca aturab yang mengatur Tunjangan 

khusus. 

6. Menurut bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan 

tunjangan guru daerah khusus ini? 

Jawaban: semakin Tahun kuota semakin berkurang 15 % - 20 % saja 

guru yang dapat. Mereka bersedia mengabdi didaerah itu 

saja kita sudah bersyukur. 

1. Apakah Bapakllbu mengetahui apa saJa prosedur/syarat untuk 

mendapatkan tunjangan guru daerah khusus? 

Jawaban: tidak tahu 

8. Menurut Bapakllbu sejauh mana pemberian tunjangan guru daerah 

khusus mempengaruhi kineija para guru ? 

Jawaban: berdampak sekali, karena tunjangan khusus ini besaraunya 

sama dengan gajipokok, tentu ini sangat memotivasi ternan­

ternan guru yang mengabdi di daerah terpencil, walaupun 

kineijanya mungkin tidak terlalu meningkat yaa. 

9. Menurut Bapakllbu apakah implementasi kebijakan pemberian 

tunjangan guru daerah khusus sudah sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan ? 

Jawaban:Sosialisasi yang efektif, Dinas Pendidikan harus proaktif 

mempeijuangkan kuota ke kemendikbud karena selama ini 

tampak keengganan dari dikbud untuk mengurus ini, 

sehingga kuota itu dibiarkan apa adanya, peran PGRI sangat 

strategis dalam mempeijuangkan kuota tunjangan khusus ini. 

10. Menurut Bapakilbu hal-hal apa saja yang mendorong etektifitas 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus ini? 

Jawaban: sikap stakeholder I birokrat penting agar implementasi 

kebijakan ini beijalan dengan bai, jika tidak maka akan terns 

menuai kontroversi (berkaitan dengan jawaban saya dengan 

pertanyaan nomor 9) 
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11. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus? 

Jawaban: keengganan stakeholder dalam mengurus dan 

mempeijuangkan kuota tunjangan khusus, organisasi guru 

tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

12. Menurut Bapak!Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut? 

Jawaban: PGRI harus berperan aktif untuk mendorong stakeholder 

agar mau bersama -sama mempeijuangkan kuota tunjangan 

khusus dan juga memlakukan sosialisasi ke daerah. 

43355.pdf



94 

Larnpiran 4: Jawaban Responden Guru 

PEDOMAN WAWANCARA 

THESIS IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN TUNJANGAN GURU DAERAH 

KHUSUS DI KABUPATEN NUNUKAN 

Infonnan: 

Guru 

Pertanyaan 

L Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pemberian tunjangan guru daerah 

khusus di Kabupaten Nunukan? 

Jawaban : tunjangan khusus di Kab. Nunukan belum merata dan 

menimbulkan kecemburuan sesame guru baik honorer 

maupunPNS 

2. Apakah Bapak!Ibu pemah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan 

pemberian tunjangan guru daerah khusus ? 

Jawaban: Tidak Pemah ikut sosialisasi 

3. Apakah Bapak!Ibu tahu bagaimana prosedur/syarat yang harus di penuhi 

oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan guru daerah khusus? 

Jawaban: belum sepenuhnya memaharni 

4. Apakah Bapak/Ibu sudah pemah mendapatkan tunjangan guru daerah 

khusus? 

Jawaban : Pemah, terakhir 3 Tahun yang lalu 

5. Jika sudah, apakah sesuai dengan yang Bapak/Ibu harapkan? 

Jawaban: Tidak sesuai, sesuai dengan undang-undang besaran tunjangan 

khusus 1 kali gaji pokok, namun tidak demikian dengan 

implementasinya. 

6. Menurut Bapak/lbu sejauh mana pemberian tunjangan guru daerah 

khusus mempengaruhi kinerja Anda (sebagai guru)? 
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Jawaban: Tunjangan khusus selain meningkatkan kesejahteraan, juga 

sebagai motivasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai 

guru khususnya di daerah terpencil. 

7. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan 

guru daerah khusus sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ? 

Jawaban: Implementasi Tunjangan kbusus belum sesuai dengan tujuan 

yaitu tidak diimbangin dengan kualitas pendidikan, masih 

banyak guru yang tidak disiplin/ malas mengajar. 

8. Menurut Bapakllbu hal-hal apa saja yang mendorong efektifitas 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus ini? 

Jawaban: agar lebih efektif sebaiknya pemerintah(Disdikbud Kab. 

Nunukan) berkoordinasi dengan PGRI sebagai induk 

Organisasi Guru. Mendengarkan masukan-masukan dan 

memperbaiki data disesuaikan dengan fakta di Iapangan, 

karena permasalahan terletak pada data dari pusat yang melihat 

dari system dapodik, dan mengevaluasi system kuota penerima 

tunjangan khusus. Biar bagaimanpun wilayah Nunukan 

terletak didaerah terpencil, terluar dan terbelakang. 

9. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan pemberian tunjangan guru daerah khusus? 

Jawaban : hambatan implementasi tunjangan khusus: tidak akuratnya 

data, kurangnya koordinasi antara PGRI, Disdikbud dan pusat 

10. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut? 

Jawaban: sebaiknya para stakeholder saling berkoordinasi, mengevaluasi 

ulang kebijakan tunjangan kbusus. 
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Lampiran 5: Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

ncara dengan Pejabat Dinas Pendidikan 
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